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ABSTRAK 

Kasus penelantaran anak di Kabupaten Bantul terhitung masih banyak terjadi 

di masyarakat. Sekalipun ada peranan penting dari Dinas Sosial dan Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Bantul dalam meminimalisir angka 

terjadinya penelantaran, namun hal tersebut dirasa tidak begitu signifikan dampaknya 

bagi masyarakat. Permasalahannya beragam, salah satunya disebabkan pergaulan 

bebas  yang pada akhirnya timbullah anak yang tidak diharapkan kehadirannya 

(KTD). Kasus yang demikian mengakibatkan banyak dampak negatif, bukan saja 

terkait stigma buruk di masyarakat melainkan juga menyangkut hak-hak 

kesejahteraan anak yang terkadang tidak terpenuhi oleh orang tuanya. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan 

metode kualitatif dan pendekatan normatif-empiris. Data diperoleh melalui 

wawancara mendalam, observasi, serta dokumentasi terhadap instansi terkait seperti 

Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana Kabupaten Bantul. Penelitian ini 

dianalisis dengan menggunakan teori keadilan Murtadha Muthahhari, teori 

kesejahteraan anak, dan teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto guna 

membedah aspek hukum, sosial, dan moral yang mempengaruhi perlindungan 

terhadap hak-hak anak. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak kesejahteraan anak 

di luar perkawian di Kabupaten Bantul belum terlaksana secara optimal. Hambatan 

terbesar ditemukan pada aspek budaya patriarki, lemahnya kesadaran hukum 

masyarakat, dan belum optimalnya koordinasi antar-lembaga. Seperti halnya 

pemenuhan hak anak oleh orang tua yang belum terlaksana dengan baik, karena 

kebanyakan dari pihak Ibu dan keluarga Ibu saja yang merawatnya. Demikian juga 

pada Dinas Sosial dan DP3APPKB Bantul yang kurang koordinasi ke setiap lapisan 

sehingga terjadi hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan 

edukasi hukum kepada masyarakat, penguatan peran lembaga perlindungan anak, 

serta penegakan hukum yang berperspektif keadilan dan kesejahteraan anak tanpa 

adanya diskriminasi status kelahiran. 

 

  

Kata Kunci: Anak di Luar Perkawinan, Keadilan, Kesejahteraan Anak dan 

Penegakan Hukum, Kabupaten Bantul. 
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ABSTRACT 

There are still many cases of child neglect in Bantul Regency. Despite the 

important role of the Social Affairs Office and the Bantul Regency Women's 

Empowerment and Child Protection, Population Control and Family Planning Office 

(DP3APPKB) in minimizing the number of neglect cases, the impact on the 

community is not significant. The problems are diverse, one of which is caused by 

promiscuity, which in turn leads to unwanted children (KTD). Such cases result in 

many negative impacts, not only related to bad stigma in the community but also 

regarding the welfare rights of children who are sometimes not fulfilled by their 

parents. 

This research uses field research and a normative-empirical approach. Data 

were obtained through in-depth interviews, observation, and documentation of 

relevant agencies such as the Social Service and DP3APPKB Bantul Regency. This 

research was analyzed using Murtadha Muthahhari's theory of justice, child welfare 

theory, and Soerjono Soekanto's theory of law enforcement to dissect the legal, 

social, and moral aspects that influence the protection of children's rights. 

The results showed that the fulfillment of child welfare rights outside of 

marriage in Bantul Regency has not been implemented optimally. The biggest 

obstacles are found in the aspects of patriarchal culture, weak public legal awareness, 

and not optimal inter-agency coordination. For example, the fulfillment of children's 

rights by parents has not been well implemented, because mostly only the mother 

and the mother's family take care of them. Likewise, the Social Service and 

DP3APPKB Bantul lack coordination to every layer so that unwanted things happen. 

Therefore, it is necessary to increase legal education to the community, strengthen 

the role of child protection agencies, and enforce laws with a perspective of justice 

and child welfare without discrimination of birth status. 

 

 

Keywords: Children out of wedlock, Justice, Child Welfare and Law Enforcement, 

Bantul District. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan masyarakat di era sekarang ini semakin hari semakin banyak 

menuntut adanya pengakuan dan pertanggungjawaban, bukan hanya dalam lingkup 

dunia pekerjaan saja melainkan dalam hal kehidupan berumah tangga yang juga 

dituntut untuk diberikan pengakuan serta tanggungjawab. Hal itu disebabkan karena 

dengan berbagai polemik yang terjadi dimana-mana, sehingga hal-hal yang demikian 

itu pulalah membuat setiap insan harus memiliki kebijakan tersendiri agar 

menghindarkan diri dari segala polemik dalam kehidupan yang menjalaninya.1  

Pengakuan terhadap status anak yang lahir di luar perkawinan misalnya, yang 

sering kali menjadi problem di berbagai kalangan. Hal itu dikarenakan masih 

banyaknya kesenjangan-kesenjangan yang terjadi dan pada akhirnya banyak pula 

anak yang menjadi korban kekerasan dan penelantaran atas ketidakinginan orangtua 

untuk bertanggung jawab. Alhasil karena ulah mereka jugalah, anak yang terlahir 

dalam kondisi tersebut seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma 

yang buruk di tengah-tengah masyarakat.2 

Di Kabupaten Bantul sendiri, jika melihat fakta di lapangan bahwa pada 

kasus penelantaran anak masihlah sangat mengkhawatirkan untuk diterima, sebab 

 
1 Nuri Hidayati, “The Status Of An Illegitimate Child That Demands The Recognition Of A 

Biological Father” Jurnal Lawnesia, 1 (2022), h.54. 
2 Rachmadi Usman, “Prinsip Tanggung Jawab Orangtua Biologis terhadap Anak Di Luar 

Kawin”, Jurnal Konstitusi, Volume 11 Nomor 1 (2014), h.169. 
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masih banyaknya terjadi kasus-kasus semisal ini. Hal yang demikian bisa dilihat 

melalui Sistem Informasi Gender dan Anak, tercatatat dalam lima tahun terakhir 

permasalahan penelantaran anak di Kabupaten Bantul mencapai lebih dari 3.500 

kasus. Dengan masalah terungkap yakni masalah ekonomi dan pergaulan bebas yang 

kemudian menyebabkan kehamilan yang tidak dikehendaki.3  

Sebagai sampel, kasus yang terjadi di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, 

dimana seorang mahasiswi dengan sengaja membuang anak kandungnya yang belum 

berusia tujuh tahun dengan alasan takut diketahui oleh orang tuanya.4 Ditambah lagi, 

banyaknya kasus dispensasi kawin yang terjadi di Pengadilan Agama Bantul dalam 

tiga tahun belakangan, yakni dari tahun 2022 hingga 2024 yang berjumlah 340 

pemohon, dengan kasus yang dikabulkan hakim sebanyak 301 kasus. Dari jumlah 

permasalahan yang terjadi, beberapa alasan pemohon mengajukan dispensasi dengan 

272 kasus untuk permasalahan kehamilan yang tidak dikehendaki (KTD), dan 

selebihnya disebabkan karena pergaulan bebas dan ingin menghindari zina.5 

 Adapun jika melihat pada fakta di atas, dapat dipahami bahwa sejatinya 

permasalahan-permasalahan tersebut sangatlah mengkhawatirkan. Hal tersebut 

dikarenakan anak yang sejatinya perlu diperhatikan perkembangan tumbuhnya 

namun nyatanya malah disia-siakan. Demikian halnya anak yang seharusnya 

diberikan kasih sayang agar menjadi anak yang berbakti serta membanggakan 

 
3Lihat: siga.jogjaprov.go.id, “Jumlah Anak Terlantar Menurut Jenis Kelamin dan Wilayah. 

diakses pada 7 Desember 2024. 
4 Lihat: jogja.antaranews.com, “Pembuang Bayi di Sewon Bantul Dijerat Pasal Penelantaran 

Anak”, diakses pada 8 Desember 2024. 
5 Lihat: jogjapolitan.harianjogja.com, “Pengajuan Dispensasi Perkawinan di Bantul Turun, 

Sebagian Ditolak Pengadilan Agama”, Published:17 Desember 2024, diakses pada 23 Mei 2025. 
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orangtuanya malah berbanding terbalik dengan tidak memperdulikannya atau bahkan 

lebih sering mendapatkan efek negatif, sebab kedatangannya didunia ini tidaklah 

diinginkan oleh orangtuanya tersebut.  

Padahal menurut putusan Undang-undang Tentang Kesejahteraan Ibu dan 

Anak dalam Pasal 12 ayat (1) butir b dan f menyatakan:6 

Butir b: Setiap Ibu dan Ayah berkewajiban menjaga kelangsungan hidup dan 

tumbuh kembang Anak; 

Butir f: Mengasuh, memelihara,mendidik, dan melindungi Anak dengan penuh 

kasih sayang   

 

 Hal yang senada juga menurut Al-Qur’an, sebagaimana di dalam Q.S. al-

Baqarah [1]: 233, yang dimana point pentingnya menjelaskan bahwa orangtua 

senantiasa memiliki kewajiban yang bukan hanya kewajiban melahirkan si anak saja 

melainkan setelah anaknya lahir di dunia ini untuk mendapatkan jaminan 

perkembangan jiwa dan pertumbuhan fisik yang baik,7 terutama menyangkut 

kehidupannya seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan yang layak serta 

yang paling utama ialah kasih sayang yang cukup agar si anak senantiasa merasakan 

kenyamanan didalam dirinya.8 

Berbicara tentang anak yang lahir diluar perkawinan, permasalahan-

permasalahan yang seperti ini tentunya tidak akan ada habisnya untuk dibahas 

terutama dikalangan masyarakat, walaupun secara jelas sudah ada ketetapan 

 
6 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak Pada Fase 

Seribu Hari Pertama Kehidupan. 
7 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, Cet. V, 

Jilid 1, (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2005),  h.505. 
8 Muhammad Shuhufi dan Muh. Kadafi, “Perlindungan dan Kedudukan Anak di luar Nikah 

Perspektif Fikih,” June 30, 2024, https://doi.org/10.5281/ZENODO.12596487. 
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hukumnya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang 

kebolehan menasabkan ayah biologis kepada anaknya dengan syarat dan ketentuan 

yang berlaku, namun faktanya putusan ini sendiri masih gampang dibenturkan 

dengan berbagai pandangan yang ada dan pada akhirnya memiliki kerancuan 

tersendiri dalam penetapan hukumnya. 

Hal itu bisa dilihat bagaimana berbedanya putusan hukum dalam mengatasi 

permasalahan yang demikian, ada yang tegas namun sebaliknya ada juga yang 

sedikit melonggarkannya. Dalam fikih klasik sendiri misalnya, jumhur ulama secara 

tegas menetapkan bahwa anak yang terlahir dari perbuatan zina maka status nasab 

anaknya akan kembali kepada ibu, sedangkan ayah biologisnya kebalikannya yakni 

tidak ada hubungan secara langsung.9 

Apabila merujuk pada pemahaman di atas, tentunya akan membawa pada 

permasalahan besar bagi kehidupan keluarga terutama menyangkut keperdataan sang 

anak kepada ayahnya, sebab selain akan menyulitkan sang ibu dalam hal mengurus 

buah hatinya tersebut, dikarenakan harus menaggung beban untuk membesarkannya 

karena seorang diri.10 Di sisi lain, tentunya juga akan melemahkan si anak dari tidak 

mendapatkan hak identitas maupun warisan dari ayah biologisnya tersebut.  Dan dari 

hal yang demikian inilah mayoritas akan menimbulkan masalah yang serius 

 
9 Amdaryono Saputra dan Tri Eka Saputra, “Status Hukum Anak Diluar Nikah Dalam 

Perspektif Fikih Islam Dan Hukum Positif Indonesia,” Vifada Assumption Journal of Law 2, No. 1 

(August 23, 2024): 44–53, https://doi.org/10.70184/vdq9ey25. 
10 Hendri K,dkk, “Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Nikah 

Sebelum dan Sesudah Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010”, Asas Law Journal, Volume 1 Nomor 

2, (2023), h.88, https://asas-ins.com/index.php/alj/article/view/70. 
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dikarenakan tidak terpenuhinya hak-hak kesejahteraan bagi si anak dan terutama lagi 

hak-hak dasar bagi sang anak.11 

Permasalahan mengenai pertanggungjawaban akan hak-hak kesejahteraan 

anak di luar perkawinan masih menjadi isu yang penting untuk selalu dibahas, sebab 

masih banyaknya kesenjangan yang terjadi di masyarakat yang salah satunya 

terdapat di Kabupaten Bantul tempat dimana penulis melakukan penelitian. Dimana 

pada kasusnya mengungkapkan bahwa ada sejumlah anak yang tidak mendapatkan 

hak-haknya sebagai anak terutama terkait dengan pembuangan anak yang dilakukan 

oleh mahasiswi sebagaimana kasus diatas, yang tentunya ini melukai perasaan anak 

tersebut. Oleh karenanya, melalui kasus yang terjadi tersebutlah menarik perhatian 

bagi penulis untuk membahasnya hingga menjadi Tesis. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latarbelakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis 

memberikan beberapa rumusan masalah, supaya penelitian ini nantinya lebih 

terfokus, mendalam dan akurat. Antara lain: 

1. Bagaimana implementasi pemenuhan tanggungjawab orang tua terhadap 

hak-hak anak di luar perkawinan di Kecamatan Banguntapan? 

2. Bagaimana peran DP3APPKB dan Dinas Sosial Bantul dalam 

meminimalisir terjadinya penelantaran anak yang berkelanjutan di 

Kabupaten Bantul? 

 
11 Nasiruddin Umar, Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur’an, (Jakarta: 

Paramadina, 2001), h.192-194. 
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3. Bagaimana pemenuhan hak-hak kesejahteraan anak di luar perkawinan di 

Kabupaten Bantul perspektif teori keadilan? 

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, penulis memberikan beberapa tujuan dari 

penelitian ini, yaitu: 

1. Untuk menganalisis terkait implementasi dalam pemenuhan hak-hak anak 

diluar perkawinan yang terjadi di Kecamatan Banguntapan. 

2. Untuk menganalisis bagaimana peran DP3APPKB dan Dinas Sosial Bantul 

dalam meminimalisir terjadinya penelantaran anak di Kabupaten Bantul. 

3. Untuk menganalisis relevansi teori keadilan dalam permasalahan 

pemenuhan hak-hak kesejahteraan anak di luar perkawinan yang ada di 

Kabupaten Bantul. 

Adapun signifikansi dari penelitian ini terbagi kepada dua bentuk, diantaranya: 

a. Secara Teoritis 

1) Diharapkan dapat memberikan serta memperkaya ilmu pengetahuan 

baik bidang hukum maupun yang lainnya, serta memberikan wawasan 

pemikiran kepada pembaca yang pada umumnya tentang pemenuhan 

pertanggungjawaban ayah biologis terhadap anak di luar perkawinan 

yang ditinjau dari segi teori kesejahteraan anak dan hukum keluarga 

islam. 

2) Untuk bisa dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian selanjutnya 

sesuai dengan bagian penelitian yang penulis teliti. 
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b. Secara Praktik 

1) Untuk dapat digunakan sebagai informasi yang ada bagi masyarakat atau 

praktisi hukum maupun instansi yang terkait dalam bidang ini. 

2) Untuk dapat digunakan sebagai wacana atau referensi bagi si pembaca 

untuk menulis tesis maupun memberikan pengetahuan baru yang hendak 

ingin mengkaji tentang pemenuhan pertanggungjawaban orang tua 

terhadap anak di luar perkawinan yang ditinjau dari segi teori 

kesejahteraan anak dan hukum keluarga islam serta berguna bagi 

masyarakat pada umumnya. 

D. Telaah Pustaka 

Setelah penulis melakukan kajian dalam penelitian terdahulu, ada beberapa 

sumber yang relevan dengan pembahasan yang akan penulis lakukan. Diantaranya 

sebagai berikut. 

Frima Zulianda Utama, dengan judul Tesis “Implementasi Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Pencatatan Administrasi 

Kependudukan Anak Luar Kawin (Analisis Terhadap Pembuatan Akta Kelahiran 

Anak Ibu di Dukcapil Kota Bengkulu)”. Jenis penelitian menggunakan deskriptif 

kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini menyimpulkan: 1) Proses pembuatan akta 

kelahiran anak luar kawin pasca putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 di 

Disdukcapil Kota Bengkulu ialah, dalam hal pengadministrasian pencatatan 

kependudukan terkhusus akte kelahiran, sesuai pada hukum administrasi 

kependudukan, pemohon wajib mengisi formulir, melengkapi data-data seperti 
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fotokopi KTP, KK, surat keterangan rumah sakit dan lain-lain termasuk surat nikah. 

Sebaliknya, apabila tidak memiliki surat nikah maka akan menjadi anak dari seorang 

ibu. 2) Berkaitan dengan implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap  

pencatatan administrasi di Disdukcapil Kota Bengkulu, mereka berusaha untuk 

menerapkan putusan tersebut sepanjang adanya pemohon yang menginginkan hal 

tersebut serta memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana berlaku.12 

Sitti Salma,dkk, dengan artikel berjudul “Implikasi Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Kedudukan Anak di Luar Nikah 

dikaitkan dengan Kompilasi Hukum Islam”. Pada penelitian ini, penulis 

menggunakan penelitian berjenis hukum normatif dan hukum sosial dengan 

melakukan kajiaan kepustakaan. Adapun hasil penelitian ini memaparkan bahwa 

putusan MK berkaitan pemenuhan rasa keadilan masyarakat dalam perspektif hukum 

islam dalam pelaksanaan hukum utamanya pada pengambilan putusan pengadilan 

berdarkan putusan MK menjelaskan bahwa sseorang anak diluar pernikahan layak 

memiliki hak keperdataan dari ayah biologisnya dengan syarat dapat dibuktikan 

dengan teknologi dan ilmu pengetahuan. Kesimpulan lainnya ialah dengan adanya 

putusan MK sebagaimana diatas tentunya membawa dampak positif buat si anak 

 
12 Frima Zulianda Utama, “Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-

VIII/2010 Terhadap Pencatatan Administrasi Kependudukan Anak Diluar Kawin: Analisis Terhadap 

Pembuatan Akta Kelahiran Anak Ibu di Dukcapil Kota Bengkulu”. Tesis, Program Pasca Sarjana 

Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022. 
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karena putusannya tersebut menegaskan kembali posisi ayah kandung sebagai pihak 

yang bertanggung jawab atas perlindungan anaknya.13 

Rachmadi Usman, dengan judul artikel “Prinsip Tanggung Jawab Orangtua 

Biologis Terhadap Anak Di Luar Perkawinan”. Hasil penelitian menyatakan bahwa 

bahwa ada 2 (dua) hal yang menguntungkan dari adanyanya putusan Mahkamah 

Konstitusi terhadap anak diluar nikah. Diantaranya, pada pengakuan status anak yang 

terlahir diluar perkawinan terhadap ayah biologisnya selama itu dapat dibuktikan 

secara perdata. Selanjutnya, dengan adanya putusan tersebut juga melahirkan prinsip 

tanggungjawab ayah kepada anaknya, yang dimana faktanya sebelum adanya 

putusan MK anaklah yang selalu menjadi korban atas perbuatan yang tidak bermoral 

tersebut.14 

Gusti Ayu Ade Diah Gamatri,dkk. dengan judul artikel “Kedudukan Hukum 

Anak Yang Dilahirkan Diluar Perkawinan Sah Menurut Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974”. Peneliti menggunakan penelitian normatif, dengan kesimpulan 

menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tidak mempunya status yang 

tercatat atau dengan kata lain dianggap tidak memiliki kejelasan dikarenakan berasal 

dari hubungan yang tidak jelas, yang oleh karenanya upaya pemenuhan hak 

keperdataan si anak akan sulit terpenuhi.15 

 
13Sitti Salma dan Abd Rahman, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-

VIII/2010 Terhadap Kedudukan Anak di Luar Nikah Dikaitkan dengan Kompilasi Hukum Islam,” 

Journal of Lex Generalis (JLS) 4, Nomor 3 (2023), h.764. 
14 Rachmadi Usman, “Prinsip Tanggung Jawab Orangtua Biologis terhadap Anak Di Luar 

Perkawinan,” Jurnal Konstitusi, 11, No. 1 (May 20, 2016), h.168, https://doi.org/10.31078/jk1119. 
15 Gusti Ayu Ade Diah Gamatri, Ni Luh Made Mahendrawati, and I Made Arjaya, 

“Kedudukan Hukum Anak yang Dilahirkan Diluar Perkawinan Sah Menurut Undang-undang Nomor 
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Ali Uraidi, artikel berjudul “Status Hukum Anak Yang Lahir di Luar Kawin 

Berdasarkan Hukum Islam”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 

dengan rancangan pengumpulan data observasi dan analisis. Temuan penelitian 

menunjukkan bahwa dalam sudut pandang hukum islam, anak yang lahir diluar nikah 

maka anak itu tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, melinkan kepada 

ibunya saja. Di sisi ayahnya juga tidak memiliki kewajiban memberikan nafkah 

terhadap anak tersebut, akan tetapi secara biologis ialah anaknya.16 

Said Rizal, dengan judul artikel “Pengesahan Anak Luar Kawin Yang Diakui 

Ayah Biologis Melalui Pengadilan”. Penelitian menggunakan metode deskriptif 

kualitatif. Adapun temuan hasil memaparkan bahwa cara supaya memperoleh 

kedudukan pengesahan pada anak yang dilahirkan luar kawin yakni pasal 50 (1) yang 

dimana setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orangtua kepada instansi 

pelaksana paling lama 30 hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan 

melaksanakan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.17 

Taufid Hidayat Nazar,dkk, judul artikel “Hak Keperdataan Bagi Anak Diluar 

Kawin Dalam Sistem Hukum di Indonesia”. Penelitian ini menggunakan metode 

hukum normatif dengan hasil penelitian memaparkan bahwa jika merujuk pada 

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 43 ayat (1) 

 
1 Tahun 1974,” Jurnal Konstruksi Hukum 4, No. 3 (December 16, 2023): 281, 

https://doi.org/10.22225/jkh.4.3.8041.281-286. 
16 Ali Uraidi, “Status Hukum Anak Yang Lahir Di Luar Kawin Berdasarkan Hukum Islam,” 

Fenomena, 20, no. 2 (November 16, 2022): 152, https://doi.org/10.36841/fenomena.v20i2.2400. 
17 Said Rizal, “Pengesahan Anak Luar Kawin Yang Diakui Ayah Biologis Melalui 

Pengadilan,” Ilmu Hukum Prima (IHP) 6, No. 2 (October 30, 2023): 266, 

https://doi.org/10.34012/jihp.v7i1.5764. 
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maka hak keperdataan anak tersebut hanya jatuh kepada ibu saja. Sedangkan setelah 

adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang dikeluarkan 

pada tanggal 17 februari 2012, putusan Undang-undang diatas dimaknai berbeda, 

yakni dapat berubah jika memiliki landasan hukum yang melatarbelakangi seperti 

dibuktikan dengan teknologi atau ilmu pengetahuan.18  

Berdasarkan beberapa penelitian diatas, penelitian yang penulis lakukan 

sejatinya memiliki sedikit kesamaan tema dengan penelitian yang telah ada, namun 

yang membedakan dengan penelitian sebelumnya ialah objek kajian. Dimana, objek 

yang akan dikaji dalam penelitian ini terfokus pada tanggung jawab hukum, sosial 

maupun moral orangtua terhadap anak diluar perkawinan, terutama terkait hak-hak 

kesejahteraan pada sang anak. Demikian halnya, penelitian ini nantinya akan 

mengeksplorasi bagaimana hak-hak anak tersebut dilindungi dan diakui, baik dari 

hukum positif maupun agama di Indonesia dengan mengkaji secara mendalam pada 

kasus yang terjadi di masyarakat Kabupaten Bantul. 

E. Kerangka Teoretis 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua kerangka teori utama, 

diantaranya yaitu: 

Pertama, Teori Keadilan Ilahiah (al-‘Adl al-Ilahi), dalam karyanya yang 

fenomenal, “al-‘Adl al-Ilahi”, Murtadha Muthahhari memaparkan dengan jelas 

empat kerangka yang berkaitan dengan istilah “keadilan”, yang merupakan landasan 

 
18 Taufid Hidayat Nazar dan Nita Rismawati, “Hak Keperdataan Bagi Anak Diluar Kawin 

Dalam Sistem Hukum Di Indonesia” , Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2, No. 1 (2022), 

h.61. 
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dalam pemikiran filosofisnya. Pertama, beliau menyoroti aspek keseimbangan pada 

konsep keadilannya. Baginya, konsep keadilan tidak hanya membahas terkait 

distribusi yang adil saja, melainkan juga mencakup keselarasan dan keseimbangan 

dalam setiap segi kehidupan. Ia menitikberatkan pada pentingnya kesesuaian antara 

hak dan tanggung jawab dalam bermasyarakat. Kedua, beliau juga memaparkan 

bahwasanya keadilan mencakup juga pada aspek persamaan dan non diskriminasi. 

Bagi beliau, tiap-tiap individu mempunyai hak yang sama untuk diperlakukan secara 

adil dan di hormati, tanpa melihat ikhtilaf apapun. Dengan kata lain, keadilan itu 

mencakup tindakan yang sama bagi setiap individu, serta menafikan pada segala 

bentuk diskriminasi yang memungkinkan untuk terjadi. Selanjutnya, Murtadha 

menitikberatkan pada pentingnya pemberian hak terhadap pihak-pihak yang berhak 

dalam konsep keadilannya. Baginya, keadilan dalam hal ini merupakan pemeliharaan 

hak-hak individu dan pemberian hak kepada setiap obyek yang layak untuk 

menerimanya. Dan terakhir, prinsip keadilan merupakan perlimpahan wujud 

berdasarkan tingkat dan kelayakannya. Menurutnya, sesuatu yang maujud (ada) 

sejatinya dapatlah direalisasikan dan disempurnakan sesuai dengan yang layak dan 

memungkinkan untuknya.19  

Pada kajian ini, penulis menggunakan teori ini guna ingin mengetahui 

bagaimana peran orang tua dalam memenuhi hak-hak dasar anak diluar perkawinan 

pada sebagian masyarakat di Kecamatan Banguntapan, apakah sudah sudah sesuai 

 
19 Murtadha Muthahhari, Keadilan Ilahi: Asas Pandangan-Dunia Islam,  (Bandung: Mizan, 

2009), h. 60-65. 
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dengan konsep keadilan yang dimaksud atau malah sebaliknya yakni tidak 

memperdulikan hak-haknya. 

Kedua, Teori Kesejahteraan Anak (Child Welfare Theory), dimana teori ini 

merupakan kerangka konseptual yang menitikberatkan pada perlunya upaya 

pertanggungjawaban orang tua kepada anaknya guna menjamin terpenuhinya hak-

hak dasar pada mereka, baik itu dari segi sosial, pendidikan maupun perlindungan 

terhadap bahaya fisik dan psikologis.20 Teori ini bermula dari pada prinsip bahwa 

anak sebagai individu mempunyai hak-hak universal yang harus dihormati dan 

dipenuhi oleh setiap manusia terutama keluarga, terlepas dari status kelahirannya 

maupun kondisi sosial dan ekonomi orangtuanya. Sebagaimana menurut Michael 

Freeman menegaskan bahwa status semua anak tanpa terkecuali tidaklah boleh 

menjadi pembatas atas hak-hak mereka melainkan masyarakat dan negara memiliki 

tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh anak menerima perlakuan yang 

sama dalam segala hal baik pendidikan, kesehatan dan juga pengakuan sosial.21 

Prinsip dasar pada teori ini juga diperkuat dalam Convention on the Right of 

the Child (Konvensi Hak Anak) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui 

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dimana konvensi ini menggarisbawahi 

bahwa setiap anak mempunyai hak untuk tumbuh dan kembang tanpa adanya 

tindakan diskriminasi, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 18 CRC yang memaparkan 

 
20 M. Syahran Jailani, “Teori Pendidikan Keluarga dan Tanggung Jawab Orang Tua dalam 

Pendidikan Anak Usia Dini,” n.d. 
21 Michael Freeman, The Rights and Wrongs of Children, (London: Pinter Publisher, 1983), 

h.12 
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bahwa orangtua memiliki kewajiban untuk memastikan pengasuhan dan 

perkembangan mereka. Dan lebih lanjut dalam Pasal 2 CRC menyatakan 

bahwasannya setiap negara harus melindungi anak dari semua bentuk diskriminatif, 

baik secara status kelahiran, agama, ras maupun kondisi lain yang melekat pada anak 

atau orangtuanya demi kesejahteraan sang anak.22 

Point diatas juga sejalan dengan pada Undang-undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa “setiap anak berhak atas 

kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta mendapatkan perlindungan dari 

kekerasan dan diskriminasi”, sehingga menempatkan perlindungan anak sebagai 

tanggung jawab keluarga, masyarakat dan juga negara.23 

Teori ini sejalan dengan konteks anak-anak yang terlahir di luar pernikahan, 

dimana dalam banyak kasus mengungkapkan bahwa orangtua seringkali menjadi 

persoalan hukum dan sosial yang kompleks dan tentunya dibutuhkan pada 

pendekatan yang berbasis kesejahteraan anak untuk memastikan bahwa hak-hak anak 

dapat terpenuhi tanpa terkecuali dan diskriminasi. 

Ketiga, Teori Penegakan Hukum menurut Soerjono Soekanto. Dalam 

karyanya, beliau menyatakan bahwa penegakan hukum ialah suatu proses guna 

mewujudkan ide-ide keadilan dan ketertiban dan kepastian hukum, yang dimana 

menyelaraskan hubungan antara nilai-nilai yang terungkap dalam kaidah-kaidah, 

 
22 UNICEF, Convention on the Right of the Child, diakses 1 November 2024 melalui 

https://www.unicef.org/child-right-convention. 
23 Pasal 28B ayat (2). 
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pandangan-pandangan nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan 

mempertahankan kedamaian hidup.24 

Beliau menekankan bahwa berhasilnya suatu sistem hukum dalam mencapai 

tujuannya, yakni adil, tertib dan kepastian hukum tidak hanya berlindung pada 

keberadaan norma hukum itu sendiri, melainkan juga sangat dipengaruhi oleh tiga 

komponen utama yang harus berjalan simultan dan saling melengkapi. Komponen 

yang dimaksud yaitu, struktur hukum, yang berupa keseluruhan lembaga dan aparat 

penegakan hukum. Kedua, substansi hukum yang meliputi norma atau aturan hukum 

yang berlaku, baik yang tertulis dalam bentuk Undang-undang maupun sebaliknya, 

termasuk pula nilai-nilai dan prinsip keadilan yang hidup dimasyarakat. Dan terakhir 

yakni kultur hukum, yang berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat dan 

perilaku hukum dari para aparat, termasuk sikap, pandangan, serta nilai-nilai sosial 

yang bisa mempengaruhi implementasi hukum dalam praktik. 

Lebih lanjut, Soerjono Soekanto menegaskan bahwasannya ada lima faktor 

penting yang turut mempengaruhi keberhasilan dari adanya penegakan hukum, yaitu: 

(1) hukumnya sendiri (Peraturan Perundang-undangan) yang mesti jelas, aplikatif 

dan tidak diskriminatif; (2) aparat atau penegak hukum yang mempunyai kompetensi 

dan integritas moral dalam tugasnya; (3) sarana atau fasilitas yang menunjang 

pelaksanaan hukum, seperti anggaran, teknologi dan infrastruktur kelembagaan; (4) 

masyarakat yang menjadi bagian dari objek maupun subjek hukum hendaklah 

 
24 Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum, (Jakarta: Bina Citra, 1983), h.13. 
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memiliki kesadaran dan partisipasi aktif dalam mendukung hukum; dan (5) budaya 

hukum yang mencerminkan nilai-nilai dan tradisi hukum yang dianut masyarakat.25 

Teori ini memiliki relevansi yang sangat penting dalam menganalisis berbagai 

permasalahan penegakan hukum di Indonesia, termasuk dalam isu-isu aktual seperti 

permasalahan perlindungan hak-hak anak di luar perkawinan, kekerasan berbasis 

gender, maupun pelaksanaan kebijakan hukum di tingkat daerah yang dimana 

seringkali ditemukan ketidaksesuaian antara norma hukum dengan implementasinya 

di lapangan.  

F. Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini, pembahasan terkait metode penelitian mencakup 

beberapa hal. Diantaranya:  

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field 

research) yang merupakan penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini 

digunakan guna melengkapi studi lapangan tentang pemenuhan tanggung 

jawab orangtua terhadap hak-hak kesejahteraan anak diluar perkawinan di 

Kabupaten Bantul. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni penelitian secara 

objektif yang memaparkan, menjelaskan dan juga mengklasifikasikan data 

 
25 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: PT. 

RajaGrafindo, 2007), h.8-10. 
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yang dikumpulkan serta diperiksa yang selanjutnya dianalisis. 

Digunakannya deskriptif guna untuk memberikan gambaran yang 

mendalam terkait fenomena sosial yang terjadi. 

3. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan law in book dan law in 

action (normatif empiris). Penggunaan pendekatan ini dipilih bertujuan 

untuk menganalisis bagaimana hukum berinteraksi dengan masyarakat dan 

tentunya dapat diterapkan dikehidupan nyata.26 Penelitian ini bukan hanya 

sebatas pada kajian normatif (undang-undang atau peraturan) saja, 

melainkan juga memperhatikan perilaku masyarakat dalam melaksanakan 

peraturan hukum yang dalam hal ini mengenai tanggung orangtua terhadap 

anak di luar perkawinan yang ada di Kecamatan Banguntapan. 

4. Sumber Data 

Di dalam penelitian ini, terdapat dua sumber data yang digunakan, 

diantaranya: 

1. Sumber Data Primer 

Data primer dalam penelitian ini nantinya akan diambil 

melalui wawancara secara mendalam dengan pihak yang 

berwenang dibidangnya, seperti pejabat yang bekerja di Dinas 

Sosial, pihak DP3APPKB dan juga sebagian korban pada 

masyarakat yang ada di Kecamatan Banguntapan. 

 
26 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta : UI Press, 1984), h.52-54. 
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2. Sumber Data Sekunder 

Adapun sumber data yang penulis peroleh bersumber dari 

buku, artikel jurnal, penelitian-penelitian sebelumnya, dan karya-

karya ilmiah lainnya yang dianggap relevan serta berhubungan 

dengan masalah yang penulis teliti. 

5. Teknik Analisis Data 

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik analisis 

deduktif, yaitu pola pikir yang berpatok dari teori kaidah yang sudah 

tersedia. Demikian halnya juga memakai analisis induktif yang berdasar 

pada fakta istimewa dan kejadian yang konkret yang kemudian 

disederhanakan.27 Dimana pada pola penyederhanaannya, penulis akan 

melakukan analisis data yang didapat dengan landasan teori yang penulis 

pakai pada penelitian ini yang selanjutnya menghubungkan (mengaitkan) 

antara data-data yang penulis peroleh dan mewujudkan inti atau pikiran 

pada suatu peristiwa. 

6. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik dalam mengumpulkan 

data, diantaranya yakni: 

a. Observasi, dilakukan untuk mengetahui keadaan daerah penelitian 

dengan cara mengamati fenomena yang terjadi secara langsung guna 

pengambilan data yang selanjutnya dianalisis.   

 
27 Lexy J Moloeng, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021), h.103. 
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b. Wawancara, dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

yang sudah disusun pada sebuah daftar pertanyaan yang telah disiapkan 

terlebih dahulu (wawancara dengan jawaban terbuka). 

c. Dokumentasi, untuk menampilkan peristiwa-peristiwa yang terjadi di 

lokasi penelitian baik yang berbentuk catatan, rekaman suara, foto 

maupun video dari interaksi antar manusia. 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, mudah dipahami, dan 

memudahkan langkah-langkah dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan 

sistematika penulisan yang antara lain: 

Bab Pertama, pendahuluan. Pada bab ini membahas latarbelakang, yang 

berisi alasan penulis melakukan penelitian ini. Selain itu, bab ini juga akan 

memaparkan rumusan masalah yang meliputi beberapa pertanyaan, tujuan dan 

signifikansi penelitian, telaah pustaka yang berkaitan dengan kajian-kajian terdahulu, 

kerangka teoretis yang menjelaskan tentang analisa masalah yang diteliti, metode 

penelitian dan sistematika pembahasan yang menjabarkan alur penelitian yang sudah 

dijelaskan pada setiap bab yang diteliti. 

Bab Kedua, menjelaskan mengenai tinjauan umum pada penelitian yang akan 

dilakukan. Sub bab ini membahas seputar pengertian anak di luar perkawinan, 

dinamika hukum status anak baik sebelum dan sesudah berlakunya Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974 serta setelah adanya putusan judicial review. Kemudian bab ini 
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juga memaparkan terkait hak-hak anak secara umum, dan juga hak-hak pemenuhan 

anak di luar perkawinan. 

Bab Ketiga, berisi dua sub bab pembahasan yakni gambaran lokasi penelitian 

dan temuan penelitian, yang meliputi keadaan geografis baik dalam lingkup 

Kabupaten Bantul secara umum dan Kecamatan Banguntapan secara khusus, 

kemudian membahas keadaan demografis, pendidikan, keagamaan, ekonomi dan 

bagaimana keadaan sosial budayanya. Selanjutnya dibahas pula terkait dengan 

gambaran lokasi dan peran DP3APPKB serta Dinas Sosial Bantul dalam 

meminimalisir terjadinya penelantaran anak. Sedangkan temuan penelitian 

membahas tentang pemenuhan hak-hak kesejahteraan anak di luar perkawinan di 

Banguntapan Bantul. 

Bab Keempat, pada bab ini akan membahas berkenaan dengan analisis dari 

hasil penelitian yang diperoleh dengan menggunakan teori-teori sebagaimana yang 

sudah dijelaskan di awal.  

Bab Kelima, bagian ini ialah bagian terakhir atau penutup yang berisikan 

kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, dan saran-saran untuk penelitian 

selanjutnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Implementasi akan pemenuhan tanggung jawab orang tua terhadap hak-hak 

kesejahteraan anak di Kabupaten Bantul masih terbilang cukup 

mengkhawatirkan. Hal itu dikarenakan masih ada saja oknum-oknum yang 

tidak berkeinginan untuk bertanggung jawab melainkan hanya mau bersenang-

senangnya saja. Seperti halnya 3 (tiga) sampel yang berhasil di wawancarai, 

hasilnya menyatakan bahwa ketiga anak tersebut semuanya tidak 

mendapatkan hak-hak dasarnya dari orang tuanya dan lebih khusus lagi ayah 

biologisnya. Ada yang hanya diasuh oleh ibu dan dibantu neneknya, serta ada 

juga yang dirawat oleh pihak keluarganya. Demikian halnya dalam 

pemenuhan hak nafkah, ada anak yang hanya diberikan nafkah seadanya dan 

ada juga yang bahkan tidak pernah diberi sama sekali. Demikian halnya dalam 

melindungi anak dan memberikan kasih sayang, kesemua anak yang dimaksud 

sama sekali tidak mendapatkan hak-hak tersebut.  

2. Dalam hal peran Dinas Sosial dan DP3APPKB Bantul meminimalisir 

terjadinya penelantaran anak yang berkelanjutan di Kabupaten Bantul, kedua 

dinas ini sudah melakukan tugasnya dengan sangat baik walaupun masih ada 

kekurangan sedikit terutama terkait dengan keterbatasan dana dan koordinasi. 

Diantara peranan Dinas Sosial yakni, memberikan bantuan baik berbentuk 

materil maupun moril dan dukungan kepada anak yang terlantar maupun 
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temuan. Bantuan berbentuk materil seperti memberikan bantuan berupa 

sembako, dan moril semisal buka jasa konsultasi dan bahkan mau membantu 

proses perpindahan status anak bagi anak yang ditemukan bekerja sama 

dengan pihak yayasan panti asuhan gotong royong yang disana nantinya akan 

dirawat dan dibimbing tumbuh kembangnya. Sedangkan peranan DP3APPKB 

berupa mengadakan seminar dan sosialisasi kepada masyarakat umum 

termasuk juga para remaja tentang bahayanya kenalan remaja, pergaulan 

bebas, serta pentingnya pemenuhan tanggung jawab orang tua terhadap anak-

anak yang terlahir di luar perkawinan. Selain itu, DP3APPKB Bantul juga 

berkolaborasi dengan pihak-pihak berwajib seperti pihak kepolisian, TNI juga 

pengurus Desa/Kelurahan guna mengkordinir wilayah-wilayah yang rentan 

terjadinya kasus-kasus seperti ini. 

3. Dalam analisis teori dengan permasalahan pemenuhan hak-hak kesejahteraan 

anak di luar perkawinan yang terjadi di Kabupaten Bantul, jika dikaji dalam 

teori keadilan Murtadha Muthahhari masih sangat jauh dari kata adil dan 

sejahtera. Misalnya dalam kasus anak berinisial AP, anak ini tidak 

mendapatkan prinsip keseimbangan, sebab dalam pengasuhannya anak ini 

kehilangan sosok ayah dan ibu, yang dimana ayahnya tatkala sang anak lahir 

hingga tumbuh berkembang oleh keluarganya tidak pernah merawatnya, 

bahkan lebih mirisnya lagi tidak pernah jumpa sama sekali sebab keberadaan 

ayah yang tidak diketahui, dan sebaliknya ibu kandung korban masuk ke 

dalam jeruji besi karena ketahuan membuang korban pada saat melahirkannya. 
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Selanjutnya anak yang berinisial S, mendapatan diksriminasi yang dimana 

keluarga ibu tidak adanya berkeinginan untuk memperjuangkan hak-hak 

anaknya karena takut stigma sosial.  

B. Saran 

1. Dalam hal ketetapan hukum skala nasional, penulis berharap adanya regulasi 

hukum yang tegas dalam membahas permasalahan anak di luar perkawinan 

dan hak-haknya, serta bila perlu adanya hukuman yang pasti bagi orang-orang 

yang tidak menaati aturan. Hal yang demikian sangat berguna bagi 

keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, dan lebih khusus lagi dalam 

melindungi hak-hak seseorang tanpa harus melihat status dan kedudukan 

yang dimiliki. 

2. Demikian halnya untuk pemerintahan daerah, penulis berharap agar lebih 

bersinergi dan tegas lagi dalam menjalankan tugasnya baik dalam 

memberikan sanksi yang tegas bagi pelanggar maupun juga memberikan 

arahan atau sosialisasi secara terus menerus kepada masyarakat terkait 

bahayanya pergaulan bebas, rambu-rambu dalam berhubungan dan hal-hal 

yang berkaitan dengan pemicu utama kelahiran anak yang tidak dikehendaki. 

Sehingga dengan melakukan kegiatan secara rutin yang dimana sebelumnya 

hanya setahun sekali maka akan memberikan wawasan yang luas dan 

kesadaran yang cukup kepada setiap individu di masyarakat tersebut. 

3. Untuk pelajar, mahasiswa, maupun masyarakat secara umum, agar lebih 

mendalami dan menguasai aspek-aspek hukum khususnya berkaitan dengan 
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hak-hak anak terlebih permasalahan anak di luar perkawinan, sehingga akan 

memberikan nilai-nilai kemanfaatan bagi kehidupann kedepannya dalam 

mengambil sikap dan tindakan. 
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